BAB I
PENAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah.
Pada era globalisasi saat ini, pariwisata menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dikembangkan dan diandalkan sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, dikarenakan sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
Pariwisata merupakan salah satu sektor kehidupan yang mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa–bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian dari gaya hidup manusia dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam serta budaya ke belahan dunia lainnya. Pergerakan manusia tersebut mempengaruhi mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa–bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. (Rasulong, 2014)
Menurut UNWTO (United Nations World Tourism Organization), selama enam dekade terakhir, pariwisata merupakan industri yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kedatangan wisatawan ke suatu negara atau kawasan (Prayini, 2013). Selain itu hasil kajian dari World Economic Forum (WEF) menyatakan pariwisata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan penyedia lapangan kerja yang rata–rata mencapai 9% setiap tahunnya dan terus mengalami kenaikan yang sangat positif dari tahun ke tahun (Lesnussa, 2008). Selain itu pariwisata adalah sektor yang rentan dari krisis ekonomi dunia, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada krisis 2008-2009 yang tidak memberikan banyak dampak pada sektor pariwisata dengan penurunan hanya berkisar 2%-5% serta keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan masih tetap berlangsung dan mencatat kenaikan dari tahun ke tahun. (Nirmandar, 2014)
Di kawasan Asia Pasifik, UNWTO mencatat bahwa Asia Tenggara merupakan wilayah yang memiliki kunjungan wisatawan internasional terbesar di Asia (Prayini, 2013). Riset United Nation World Tourism Organization (UNWTO)  menunjukkan bahwa sektor pariwisata Asia Tenggara tengah berkembang dengan sangat pesat, kedatangan wisatawan meningkat sebanyak 12% pada tahun 2019 dengan jumlah kunjungan 92,7 juta orang. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya di dunia. (UNWTO, 2020)
Menanggapi besarnya potensi pariwisata negara–negara anggota ASEAN, pada tahun 1976 ASEAN membentuk Bali Concord yang merupakan kesepakatan kerja sama dengan negara anggota yang meliputi politik, keamanan, ekonomi dan pariwisata (Faustinus, 2015). Kerja sama ASEAN di bidang pariwisata ini menyusul pembentukan Sub-Committee on Trade and Tourism (SCOT). Kerja sama ini telah efektif dalam memulai proyek pariwisata regional di bidang fungsional promosi, pemasaran dan penulisan. (ASEAN, 2015)
Berjalannya waktu, kerjasama tersebut mengalami perkembangan. Pada tahun 1981, ASEAN membentuk suatu forum yang dinamai ASEAN Tourism Forum (ATF) di Genting Highland, Malaysia. Forum pariwisata ASEAN ini merupakan kunci pengembangan pariwisata di negara-negara ASEAN yang merupakan kerja sama regional untuk mempromosikan negara–negara ASEAN sebagai tujuan wisata yang terkenal dengan keramahan dan keragaman budayanya. (Rasulong, 2014)
Pada tahun 2002 komitmen kerja sama pariwisata ASEAN direalisasikan secara tertulis dengan ditandatanganinya ASEAN Tourism Agreement (ATA) (Tanaga, 2010). Perjanjian tersebut merupakan payung kerja sama pariwisata ASEAN antarnegara anggota ASEAN guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke negara anggota ASEAN dan antarnegara ASEAN, meningkatkan fasilitas kunjungan ke negara anggota ASEAN, meningkatkan daya saing pariwisata ASEAN, mengurangi kendala sektor pariwisata ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai tujuan wisata internasional. (ASEAN, 2013)
Forum kerja sama pariwisata ASEAN ini memiliki peran yang penting dalam pariwisata Indonesia. Peran ini dapat dilihat dari pariwisata Indonesia yang mendapat arahan dalam membangun sebuah kerja sama pariwisata serta memperkuat hubungan bilateral di antara Indonesia dengan negara–negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Malaysia untuk kerja sama bebas visa yang dilakukan dalam sela kegiatan ATF. Selain itu ATF juga berperan dalam menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi bagi negara anggota ASEAN. (Sinta, 2014)
Indonesia merupakan negara terkaya akan keanekaragaman hayati di kawasan yang sangat sensitif, karena biota Indonesia tersebar di lebih dari 18.000 pulau. Ini harus disadari pemerintah, sehingga Indonesia dapat merumuskan suatu kebijakan dan membuat pendekatan yang berbeda di dalam pengembangan sistem pemanfaatan keanekaragaman hayatinya, terutama kebijakan dalam pengembangan pariwisata yang secara langsung memanfaatkan sumber daya alam sebagai aset. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya konsep ekowisata cocok untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Konsep ekowisata telah dikembangkan sejak tahun 80-an, sebagai pencarian jawaban dari upaya meminimalkan dampak negatif bagi kelestarian keanekaragaman hayati, yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata. Konsep ekowisata sebenarnya bermaksud untuk menyatukan dan menyeimbangkan beberapa konflik secara objektif, dengan menetapkan ketentuan dalam berwisata, melindungi sumber daya alam dan budaya, serta menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi untuk masyarakat lokal. Konsep ekowisata yang terdiri dari komponen pelestarian lingkungan (alam dan budaya), peningkatan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, telah diperkenalkan dan dikembangkan dengan sukses di banyak negara berkembang. Pengembangan ini selalu konsisten dengan dua prinsip dasar yaitu memberi keuntungan ekonomi langsung kepada masyarakat lokal serta turut andil dalam pelestarian alam. (Antariksa, 2011)
Pada era pengembangan pariwisata di Indonesia lebih diorientasikan pada peningkatan pendapatan, terutama pendapatan negara (devisa), pendapatan pemerintah (pajak) dan terlalu diwarnai oleh komersialisme. Dengan kata lain, pariwisata dipersepsikan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan saja, sementara faktanya sering terlihat mengabaikan upaya pelestarian lingkungan dan tidak memperhatikan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tujuan wisata.  Sebagai suatu fenomena yang ditimbulkan oleh salah satu bentuk kegiatan yang bersifat konsumtif maka pariwisata memang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara, pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah, pendapatan dunia usaha, bahkan pendapatan masyarakat, sehingga mempunyai nilai ekonomi dan nilai komersial yang tinggi. Disisi lain pariwisata memiliki berbagai potensi lain yang tidak bersifat ekonomi dan komersial, seperti peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya, integritas dan jati diri, perluasan wawasan, persahabatan, konservasi alam dan peningkatan mutu lingkungan, dan sebagainya. Sektor swasta juga harus memberikan dorongan dalam pengembangan ekowisata. Karena produk ekowisata di tingkat dunia telah berkembang sangat pesat, sementara diversifikasi produk wisata Indonesia berjalan sangat lamban. Kementrian pariwisata juga harus bekerja sama dengan biro perjalanan swasta agar promosi serta pemanfaatan wisata alam sebagai aset produk berjalan optimal. Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat dilibatkan di dalam upaya mempersiapkan masyarakat penerima wisatawan. Kawasan-kawasan yang berpotensi perlu dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan, dan bukan sekedar menjadi objek wisata. (Yunaningsih, 2019)
Pengembangan pariwisata memerlukan perangkat kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah. Arah kebijakan secara nasional maupun arahan teknis pada tingkat daerah merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya segera dipenuhi, hal ini dikarenakan lemahnya sumber daya manusia di wilayah yang mempunyai potensi wisata. Jika diera otonomi daerah ini selalu berlindung di balik peristiwa-peristiwa besar yang menyebabkan pariwisata nasional terus menurun, akan tetapi seharusnyalah daerah bisa memanfaatkan waktu kunjungan yang menurun ini untuk investasi termasuk untuk peningkatan sumber daya manusia dan persiapan diversifikasi produk yang lebih kompetitif di tingkat regional. (William, 2015)
Kementerian Pariwisata telah menetapkan target yang akan dicapai di tahun 2019 adalah target makro, yaitu kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto nasional meningkat menjadi 8% di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 4%, dan kemudian devisa yang tercipta dari kunjungan wisman ditargetkan mencapai Rp. 240 triliun di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah Rp. 120 triliun, serta bisa menyerap tenaga kerja mencapai 13 juta di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 11 juta tenaga kerja. Yang kedua adalah target mikro yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat menjadi 20 juta wisman di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 9 juta wisman, kemudian jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat menjadi 275 juta pergerakan. Posisi tahun 2014 adalah 250 juta pergerakan wisnus, serta peringkat 30 Daya Saing Pariwisata Dunia (TTCI) tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah peringkat 70. (Yunaningsih, 2019)
Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 ini disusun mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Rencana Jangka Menengah Nasional, serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. Sebagai industri jasa, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. (Yunaningsih, 2019)
Data dari Bali Tourism Statistics yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Daerah Bali selama lima tahun terakhir hingga akhir tahun 2020 yang lalu juga mengindikasikan adanya pergeseran yang signifikan dalam hal jumlah dan negara asal wisatawan yang berkunjung ke Bali. Perubahan-perubahan ini tidak terlepas dari dinamika yang terjadi, baik dilihat dari sisi permintaan (demand side) maupun dari sisi pasokan (supply side) produk-produk wisata dari berbagai negara atau daerah tujuan wisata. Perubahan-perubahan ini harus segera dapat diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan melalui sebuah rencana pengembangan pariwisata yang lebih komprehensif dan terpadu.
Pengembangan pariwisata Bali diarahkan melalui delapan faktor yang menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara memilih Bali sebagai daerah tujuan wisata untuk dikunjungi, yakni; (1) Harga (price); (2) Budaya (culture); (3) Pantai (beach); (4) Kenyamanan (convenience); (5) Relaksasi (relaxation), (6) Citra (image); (7) Keindahan alam (natural beauty), dan (8) Penduduk setempat (people). (Suradnya, 2005)
Selanjutnya penulis akan sampaikan kunjungan wistawan mancanegara ke bali dari tahun 2014 – 2020, sebagai berikut :
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Berdasarkan table di atas, terlihat jumlah kunjungan wisatan dari negara-negara ASEAN lebih banyak dibandikang negara atau benua lain, hal ini tentunya karena Indonesia benar-benar memanfaatkan ASEAN Regional Forus sebagai sarana promosi wisata Bali.
Daya tarik alam termasuk pantai dengan segala bentuk atraksi yang ditawarkan serta keunikan budaya dalam arti luas dan keramahan penduduk setempat merupakan keunikan pariwisata Bali, karena itu perlu tetap dijaga kelestariannya. Perencanaan pariwisata yang efektif selanjutnya akan berdampak terhadap kenyamanan para wisatawan dalam menikmati kunjungan dan relaksasi selama mereka berwisata di Bali. Semua ini akan bermuara kepada peningkatan kualitas pariwisata Bali dan tetap terjaganya citra (imge) Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia.
Berdasarkan latar belakang penulisan, penulis tertarik untuk mengambil judul : “PENGARUH KEBERADAAN INDONESIA DALAM ASEAN TOURISM FORUM (ATF) TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA : STUDI KASUS BALI“. 

B. Identifikasi Masalah.
Melalui pemaparan di atas maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keberadaan atau posisi Indonesia dalam  ASEAN Tourism Forum?.
2. Bagaimana strategi pengembangan parawisata nasional, khususnya di Bali?.
3. Bagaimana keberadaan Indonesia dalam ASEAN Tourism Forum dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata nasional guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali?.
1. Pembatasan Masalah.
Mengingat luasnya permasalahan, penulis membatasi pada program ASEAN Tourism Forum dan pariwisata Bali pada tahun 2015 – 2020.
2. Perumusan Masalah.
Untuk memudahkan penganalisaan dan penelaahan serta mendapat penjelasan yang didasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah  sebagai berikut : “Bagaimanakah strategi Indonesia dalam memanfaatkan keberadaannya di ASEAN Tourism Forum dalam upaya pengambangan parawisata nasional khususnya menjadikan Bali sebagai tujuan utama wisatawan ASEAN?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.
1. Tujuan Penulisan.
Adapun tujuan penulisan ini bagi penulis, adalah :
a. Mengetahui keberadaan atau posisi Indonesia dalam  ASEAN Tourism Forum.
b. Mengetahui strategi pengembangan parawisata nasional, khususnya di Bali.
c. Mengetahui efektivitas ASEAN Tourism Forum bagi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali.


2. Kegunaan Penulisan.
a. Menambah kemampuan berpikir dan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan penalaran pengetahuan dan teoritis yang diperoleh selama proses belajar di perguruan tinggi.
b. Penulisan ini dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi para peminat masalah-masalah kepariwisataan dan masalah internasional.
c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I.  483 487  422 986  416 428  379 264  553 728  613 509  100 967

  1.Malaysia / Malaysia   223 205   190 381   178 377   165 396   194 760   185 256   31 587

  2.Philipina / Philippines   32 727   33 906   39 411   47 815   88 344   106 875   16 642

  3.Singapura / Singapore   178 174   146 660   135 902   124 779   144 549   163 327   23 463

  4.Thailand / Thailand   30 247   28 214   31 828   33 736   47 367   61 089   7 208

  5.Asean lainnya / Other Asean   19 134   23 825   30 910   7 538   78 708   96 962   22 067

II. 1 236 816 1 424 995 1 839 892 2 193 676 2 410 620 2 321 161  334 247

  1.Hongkong / Hongkong   35 552   38 980   42 096   35 383   38 850   4 602 -

  2.India / India   88 049   119 304   180 770   264 516   353 894   374 043   68 199

  3.Jepang / Japan   217 159   228 185   232 151   249 399   261 666   257 959   48 800

  4.Korea Selatan / South Korea   145 498   152 866   143 084   161 765   143 581   213 356   42 856

  5.Taiwan / Taiwan   113 132   124 593   124 095   110 769   106 058   107 199   18 435

  6.RRC / China   585 922   688 469   975 152  1 356 412  1 361 512  1 186 057   118 617

  7.Asia lainnya / Other Asia   51 504   72 598   142 544   15 432   145 059   177 945   37 340

III.  177 940  214 518  184 373  190 947  362 357  415 435  79 010

  1.Amerika Serikat / USA  111 610   133 763   169 288   189 814   236 578   276 859   47 996

  2.Kanada / Canada  37 532   45 079   1 899    891   66 619   73 690   16 706

  3.Amerika Lainnya / Other America  28 798   35 676   13 186    242   59 160   64 886   14 308

IV.  736 188  842 436 1 151 925 1 675 317 1 406 086 1 480 907  300 264

  1.Perancis / France  128 288   131 451   164 723   176 710   195 734   206 941   29 786

  2.Jerman / Germany  105 467   120 347   153 425   176 470   185 863   196 774   29 557

  3.Belanda / Holland  76 082   81 929   95 449   101 241   108 429   116 330   22 474

  4.Inggris / United Kingdom  127 013   167 628   218 928   240 633   270 789   287 201   47 680

  5.Rusia / Russia  72 127   51 873   66 744   94 331   111 610   143 211   57 817

6. Eropa Lainnya / Other Europe  227 211  289 208  452 656  885 932  533 661  530 450  112 950

 V. 1 050 422 1 042 001 1 202 805 1 062 855 1 282 886 1 375 399  244 227

  1.Australia / Australia  988 786   966 869  1 117 933  1 062 039  1 169 215  1 241 128   226 945

  2.Selandia Baru / New Zealand  58 142   68 665   1 960    807   111 967   132 566   16 961

  3.Oseania Lainnya / Other Oceania  3 494   6 467   82 912    9   1 704   1 705    321

VI.  18 137  27 830  8 398  7 965  7 965  68 799  10 758

  1.Afrika Selatan / South Africa   9 744   13 984    163    63   33 318   39 772   5 803

2. Afrika Lainnya / Other Africa   8 393   13 846   8 235   7 902   21 478   29 027   4 955

VII.

  63 648   27 069   124 115   187 715 - - -

3 766 638 4 001 835 4 927 937 5 697 739 6 070 473 6 275 210 1 069 473

14,89 6,24 23,14 15,62 6,54 3,37 -82,96

Sumber/Source:  Badan Pusat Statistik Provinsi Bali/BPS - Statistics of Bali Province
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Tabel 1.1

Banyaknya Wisatawan Mancanegara yang Datang Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, 2014-2020

Number of Foreign Visitors Arriving Directly by Nationality to Bali, 2014-2020
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